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Pada haH in∶  Kafnks tanggaI L∶ Fna bulan Ⅲaret tahun dua Ⅱbu dua pu:uh (o铷 ⒊9020) yang

bertanda tangan d∶ bawah in⒈

生. Nama
AIamat

Jabatan

2。  Nama
Alamat

Jabatan

Dm.susa"刂 ,ⅢkAP
κompIek Perkantoran dan Pemukirnan Terpadu Pemer∶ ntah Provinsl Kep.Bangka

BeⅡtung Gedung Kant° r Gubernur Lt。 ⅡI Jl。 Pulau Bangka Kelurahan丿 刂rltam

κepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perl∶ ndungan Anak, κependudukan

Pencatatan sip∶ l dan Pengendalian Penduduk κeIuarga Bere"cana daIam hal;ni

bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan9Perl∶ ndungan

Anak, Kependudukan Pencatatan sipiI dan PengendaIian Penduduk κeluarga

Berencana yanε  se:a叫 utnya d℃沧but P∶ HAK PERt^ⅢA

lr.Ⅱ oVlAR IsHAκ
Komplek  Perka"toran  PemeHntah  Prov∶ nsi  KepLflauan  Bangka  Bel∶ tung

Pangkalpinang
Kepala Dinas Peke刂 aan Umt,m dan Penataan Ruang Provin$i Kepulauan Bangka
BeⅡtung da:am haIini be淡 indak untuk dan atas nama D;nas Peke刂 aan umum
dan Penataan Ruang Provinsi KepuIauan Banεka BeⅡ tung yang seIa刂 utnya

di$ebut PIH^Ⅸ  κEDUA

海2虿
‘oo/丑ss/ρ㈨PR/a∞口
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PIHAκ PE「rAm^dan PIHAκ  KEDuA yang sela刂 utnya secara bersamasama disebut P^RA PIH^κ ,

ter丨ebih dahu1u rnene:angkan sebagai be汀 ku△

土. bahwa PlHAκ  PERtAⅢ A ada丨ah unsur peIaksana Pemer∶ntah Provins∶  Kepulauan Bangka
BeⅡtung d∶  b∶dang kependudukan dan pencatatan sipⅡ  yang be沈anggung jawab kepada
Guberhur κepulauan  Bangka  Belitung yan{:;∶  berwenang dan  berkel1`1`、 t:1=iiban  melayan∶
pemanfaatan Ⅱomor 丨nduk Kependudukan (Ⅱ lK,, Data Kependudukan dan KTP elektronik

查:品魄 |embaga pengguna,ya⒒

u satuan κe眄a Perangkat Daerah Provins氵 KepuIauan Bangka

2, bahwa PlHAK ⅡEDuA adaIah DInas PekeFjaan Umurn dan Penataan Ruang Prov∶ nsi κepulauan
Bangka BeⅡtung yang merupakan satuan Ke刂 a Perangkat Daerah Provins∶ KepuIauan8angka
Bel∶ tung;

Dengan memperha犭 kan ketentuan peraturan perundangˉ undanεan sebaga:heriku饣

⊥.   Vndang~undang N°mor 23 Tahun 2006 tentang Adrn:nistrasi Kependudukan (Lernbaran
Negara RepubⅡ k Indonesia Tahun2006NOmoF生 24,丁ambahan LembaFan Negara RepubⅡ k
Indones∶ a NOmor4674),sebagairnana te丨 ah d∶ ubah dengan Undang~【 Jndang NOmof24Tahun
20⊥3(Lembaran Negara RepubIik丨 ndones∶ a Tahun20± 3NOmor232了 Tambahan Lembaran
Negara RepubIlk lndones∶ a NOmor5475》

2“   Undang~undang Nomor虫生了ahun2008tentang lnforrnas∶ dan T旧 nsaksi EIektronik(Lembaran
Negara RepubIik Indonesia Tahun 2008NOmor58,丁 ambahan Lembaran Ⅱegara RepubⅡk
lndonesia NOmor4843),sebagairnana teIah diubah dengan Undang-undang Nomor± 9Tahun
20工6(Lembaran Negara Republ;kIndonesia丁 ahun20丘6NOmor25⊥,Tambahan Lembaran
Negara RepubⅡk Indonesia NOmor5952);

3。   Peraturan Peme汀ntah NOmor37Tahun2007tentang Pe|aksanaan undang~undang Nomor
23Tahun2006tentang Adn△ n∶stras∶ κependudukan(Lembaran Negara RepubⅡ k∶ndonesia
Tahun 2007 Ⅱomor 80, Tambahan Lembaran Negara RepubⅡk Indonesia Nomor 4736)
sebaga∶ Fnana telah diubah dengan Peraturan Pemeontah NOmoF土 02丁ahun20生2(Lembaran
NegaFa RepubⅡ k Indoneoa Tahun20± 2NOmor2G5,Tambahan Lembaran Negam RepubⅡ k
lndonesia NOmor5373);

4.   Peraturan Pemer∶ ntah Nomor82Tahun20△ 2tentang PenyeIenggaraan sistem dan Transaksi
Elektron∶ k (Lembaran NegaFa RepubⅡ k :ndones∶ a Tahun 20工 2 NOmor 工89, 丁ambahan
Lembaran Negara RepubⅡ k Indones∶ a NOmor5348h

5.   Peraturan Presiden NOmor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis NOmorInduk Kependudukan secara Nas∶onaIf sebaga:r"ana teIah dlubah beberapa
kaⅡ ,tenkhir dengan Peraturan Presiden Ⅱomor生丘2Tahun20△ 3(Lembann Negara Repub丨 ik
丨ndones∶ a Tahun20±3Nomor257、

6。   Peraturan MenteH DaIam NegeH NOmor生 o2丁ahun20±9tentang PembeHan Hak Akses dan
Pemanfaatan Data Kependudukan.

Berdasarkan haI¨ haI sebagairnana tersebut di atas, dengan ∶ni PAR^ P:H^κ sepakat untuk
membuat Pe刂anjian Ke刂 asama tentanε  Pemanfaatan NOmor 【nduk κependudukan dan Data
Kependudukan dengan ketentuan sebaga;berikut:
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Pasa1生

mAκsuD DAN TuJUAⅡ

PasaI2
RuAⅡ G LINGκ UP

PasaI3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(±, PlHAκ PERTAⅢ
^mempunya∶

kew刽:ban:

a.  Pemanfaatan ⅡomorInduk κependudukan:

(2) PⅡ HAK KEDuA mempunyai ke、旺刂】ban:

a。  Pemanfaatan Ⅲomorlnduk κependudukan:

memfasiIitasi pembeJan Nomor Induk Kependudukan kepada PⅡ HAK κEDuA dan
membeⅡ  tanda  pada  Nomor  ∶nduk  Kependudukan  yanε   sudah  d刂 arnin
ketungga丨 annya;dan

membeHkan birnb∶ ngan tekn∶ s dan pendamp∶ngan teknis tentang irnp|ementas∶
kewa刂 Iban PIHAκ KEDVA untuk mencantumkan Ⅱomor Induk Kependudukan dalam
layanan PIHAK κEDuA atas biaya P:HAK κEDuAⅡ

b。  Pemanfaatan Data Kependudukan:

丘. mernfasilkasi peFnbeJan hak akses secara terbatas kepada PlHAⅨ  κEDuA sesuai
dengan kebutuhan,yang di冫 gaj∶ oIeh Ti了 n Teknis daⅡ  PARA P1HAκ  untuk Fnendapatkan
persetuJuan PIHAκ PERTrlmA atas nama Gubernur κepulauan Bangka BeⅡtunε ;

2。  menyed∶akan jaHngan komun∶ kas:data dar∶ P∶ HAK PERTAⅢ A kepada P∶ HAκ κEDUA
untuk土 (satu)ti刂 k atas biaya PIHAⅡ KEDUA;

3.  memfasil沈 asi pembedan b∶ fnb∶ngan teknis dan pendamp∶ ngan teknis tentang
∶rnpIementasi pemanfaatan Data Kependudukan OIeh PlHAκ  PERTAMA kepada
PIHAκ KEDUA;dan

4Ⅱ  me刂aga kerahasiaan, keutuhan,dan kebenaran data yang diperOIeh dan diakses
daH PIHAκ  κEDu^Wa∶ aupunjangka waktu Pe刂 a△∶an Ke刂asama initeIah berakh∶ r。

⊥。

2。

mencantumkan "omor Induk κependudukan yang sudah d刂 arn∶ n ketungga∶ annya
dalaFu setiap∶ ayanan yang diterbitkan P∶ HAκ κEDUA daIam memberikan peIayanan
kepada pubIik;dan

menyediakan peranε kat dan tenaga teknis se皮a anggaran untuk pelaksanaan
biFnbingan teknis dan pendampingan tekn:s guna ke】 ancaran ∶rnpIementasi
kew日刂iban PlHAX κEDUA untuk Fnencantumkan Ⅱomor】nduk Kependudukan da丨 am
Iayanan P1ⅡAκ κEDuA。

a
’

°

Pemanfaatan NOmorlnduk Kependudukan.
Pemanfaatan Data Kependudukan.

△.

2.



.  Pemanfaatan Data Kependudukan:

生。 me叫an1in kerahas:aan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses daH PIHAκ
PERtAⅢA WaIaupunjangka waktu Pe刂 anj∶an Ke刂asama in∶ teIah berakhir;

2. menyediakam  perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data
Kependudukan;

3. menu刂 uk secara tertul℃ 土 (satu)° rang p丬 abat tetap d:P1HAκ κEDUA sebag引
pengeIOIa hak akses yang d∶ beHkan wewenang dan tanggung jawab oIeh PlHAκ
κEDuA;

辫。 menyampaikan secara teFtu丨 ;s usu1an  nama-nama  petugas pengguna data
'    kependudukan daH pegawai tetap PⅡ lIAⅡ κEDUA kepada PlHAκ  PERtAⅢ A melaIu∶
pengelOIa hak akses;

5. meny∶ apkan dukungan anggaran untuk jaHngan komun∶ kas∶  data dari PlH^κ
PERtAⅢA kepada PIHAκ KEDV^untuk土 lsatu)t∶tik;

6Ⅱ  meny∶ apkan dukungan anggaran untukjaHngan komun∶ kasi data koneks∶ tas darit∶ t∶ k
peneⅡ maan hak akses dad PⅡ ⅡAκ PERtAⅢ A ke Ⅱ刂k丈 :tik Ia∶ nnya d∶ Iingkungan PlHAκ
KEDu^sesuai kebutuhan;

7. menyed:akan anggaran untuk peIaksanaan b∶ mbingan tekn∶ s dan pendamp∶ ngan
teknis tentang iFnpIementasi penggunaan hak akses untuk mendapatkan data
perorangan yang dikeIOIa oIeh PlHAK κEDuA yang sudah dⅡ engkapi dan dibersihkan
oIeh P:HAK PERt^ⅣU、 dan

8. membeⅡ kan hak akses secara terbatas kepada PlHAK PERTAmA untuk了 nenadk data
yang d∶ rnⅡiki PlHAκ ⅨEDUA guna melenε kap;database kependudukan fnilik PlHAκ
PERTAⅢAⅡ

PasaⅡ 4
HAⅡ PAR^P:HAκ

(±, PlH^κ PERTAmA mempunya∶ hak:

a。  Pemanfaatan NOm°rInduk Kependudukan:

Menεawasi peIaksanaan keW日 Jban PlHAκ  κEDUA untuk1η encantumkan Ⅱomor∶ nduk
Kependudukan dalam∶ ayanan yanε  diterb:tkan PⅡ lR【 ⅡEDu^.

b.  Pemanfaatan Data κependudukan:

△.  membeHkan perset1刂uan terhadap usulan pIHAK κEDUA tentang pengeIOIa hak
akses dan petugas pengguna data kependudukan;

2.  mengawasi pelaksanaan pemanfaatan Data κependudukan;dan

3.  mendapatkan hak akses se∞ ra terbatas daH PlHAκ  κEDUA untuk pen要:nian data
yang d∶rniIiki OIeh PlⅡAκ κEDuA guna meIengkapi dataDase kependudukan se∞ ra
nasiona1.

(2) PIHAK κEDuA mempunyaihak:

a。  Pemanfaatan NOmorInduk Kependudukan:

mendapatkan NOmorlnduk Kependudukan yang teIah dijanlin ketunggaIannya untuk
seIuruh penggunaan Iayanan yang diseIenggarakan oleh PIHAK KEDuA;dan

mendapatkan birη bingan tekn:s dan pendampingan teknis tentang ∶rnpIementasi
kewaJban PIHAK KEDuA untuk Fnencantumkan Nomor Induk κependudukan yang
telah d刂 arnin ketunggaIannya daIam Iayanan yang d∶ terb∶tkan PIHAκ KEDuA.

⊥.

2ˇ

'

'



愠 )

(3)

b.  Pemanfaatan Data KependLIdukan:

止:  mendapatkan hak akses Data Kependudukan secara terbatas sesua∶  kebutuhan
dengan卩erseu刂 uan ter|eb∶h dahu∶ u daH P【 HAκ PERTAmA;dan

2。  mendap。tkan bIrnb∶ ngan tekn∶s dan pendamp∶ ngan tekni$ tentang irnpIementasi
penggunaan hak akses Data κependudukan.

PasaI5
f                    EVALUJ∶、↓::∶∶DAⅡ PELAPORAⅡ

PIH^K KEDUA berkew刽 :ban membuat 丨aporan berkala pemanfaatan Nomor lnduk
κependudukan dan Data Kependudukan per semester,bu∶ an Jun∶ uhtuk semester pe戍ama
dan buIan Desember untuk semesteF kedua kepada PIH^κ PERtAⅢ

^dengan tθ
mbusan

DirekturJendemI Kependudukan dan Pencatatan siρ ∶l dan Gubernur.

PIHAκ PE「rAmA meIakukan eva:uas∶ pemanfaatan NOmor Induk Kependudukan dan Data
Kependudukan secara berka:a atas∶ aporan PIHAK κEDu^sebagairnana dirnak$ud pada ayat
(⊥ ).

P∶HAK PERt焖A dapat了neIakukan eva丨uas∶ pemanfaatan NOmor lnduk Kependudukan dan
Data Kependudukan sewakt1扣 Waktu。

(4)  HasⅡ evaIuasi sebagairnana d∶ rnaksud pada ayat(2)diIaporkan kepada Gubernur de"gan
tembusan MenteH Da|am NegeⅡ  me丨 a丨ui Direktur Jendera∶  κependudukan dan Pencatatan
sipi1.

PasaI6
JAⅡGKA WAF「u

Pe刂anjian Ke刂 asama in∶  mula∶ befIaku 剩 ak ditandatangan∶nya Pe刂anj:an κe刂asama ini OIeh
PARA PIHAκ sampai dengan tangga|5Maret2025dan dapat d∶ perpa吨 anε atas perset叼 uan PAR^
P∶HAK.

P臼sa∶ 7
κE^D触Ⅱ ⅢEⅢAKs^fFORE mJJEuR9

Apab∶la te刂 adi  ha卜ha|  d:  luaF  kekuasaan  PARA PIHAK atau  keadaan  memaksa,
dapatdⅡ akukan perubahan peIaksanaan Pe刂 anjian κe刂asama atas perset刂 uan P^RA PIHAκ 。
Keadaan memaksa sebagairnana dirnaksud pada ayat (生λ adalah adanya keb刂akan
peme「∶ntah yang mengakibatkan tidak dapat d∶ la叫utkannya peIaksanaan Pe刂 anJian
κe刂asama∶ ni dan apabiIa te刂 ad亍 ha卜haI diIuar kekuasaan PARA P∶ HAⅡⅡ

PasaI8
BERAκHIRHVA PERJAⅡJ⒒Ⅱ KERJAsAMA

Pel∶ianjian κeI∶∶asama beFakhiF apabila:

a‘  jan葸ka waktu Pe刂anJian κe刂asama telah selesa∶ ;atau

b。  atas kesepakatan P^RA P∶ H^K untuk Fnenε akhiri ke刂 asama sebeIum janε ka、″aktu Pe刂 an刂 ian
κe刂口sama berakh∶ r.

±
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(2)

PasaI9
PEⅡVELEsAl^"PERsELIsIHA"

Apabila dikemudian ha"tiFnbuI perrnasa∶ ahan daIam perbedaan pena承 茁ran dan pelaksanaan
Pe刂anJIan κe刂asama ini antara PARA PlHAκ  akan diseIesaikan secara musyawarah untuk
mufakat.

DaIaFn ha!rnusyawamh dan mufakat sebagaknana dlrnaksud pada ayat(土 )tidak tercapa:,
maka akan diseIesaikan$esuai dengan pe旧 turan perundangHJndangan。

(△)

(2)

(3)

PasaI±o
LAIⅡ -LA∶Ⅱ

DaIam haI diperIukan adanya penambahan atau pengurangan mateJ Pe刂 anjian κe刂asama
ini,rη aka dapat diIakukan perubahan atas perset刂 uan PARA PIHAκ .

Perubahan sebagairnana dirnaksud pada ayat (土 ) d∶tuanεkan daIarn ^dJe刀 JU刀0 yang
merupakan baε ian yang tidak terpisahkan dar∶ Pe刂anJian κe刂asama∶ n∶ .

Ketentuan-ketentuan yang bers∶ fat teknis dan operasionaI daIam pelaksanaan Pe刂 anJian
Ke刂 asama ini akan d∶susun daIarn standard operasionaI dan Prosedur(sOP).

Pasa∶ 土工
PEⅡVTVP

Dem∶ⅡanPe刂a刂bn Ke刂 asama ini d∶ buat dalam rangkap2rdua),madngˉ maong dibubuhi matera∶
cukup dan rnθ mpunya∶ kekuatan hukurn yang sama seteIah dItandatangani PARA PlHAK.

κEDUA

躞 :

2
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